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PERATURAN PENJABAT EUPATI EMPAT LAWANG
NOMOR : 4¢ TAHUN 2608

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS KESEJAHTERAAN KELUARGA
PEGAWAI NEGER] SIPIL (KKP-PNS) DAN BESARNYA IURAN SERTA BESARNYA
BANTUAN KEPADA ANGGOTA KKP PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)
PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG

PENJABAT BUPATI EMPAT LAWANG

bahwa untuk menjamin kepastian hukum, tertib administarasi dan
peningkatan kesejahteraan keluarga bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Pemerintah Kabupaten Empat Lawang, dipandang perlu untuk
membentuk Pengurus Kesejahteran Keluarga Pegawai Negeri Sipil
(KKP-PNS);

P

o Menimbang

b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a sebagaimana tersebut
diatas perlu ditctapkan Peraturan Bupati Empat Lawang tentang
Pembentukan Pengurus Kescjuhiteran Keluarga Pegawal Negeri Sipil
(KKP-PNS) dan besamya iuran serta besarnya bantuan Anggota KKP
Pegawai Negeri Sipit (PNS) Pemerintah Kabupaten Empat Lawang.

Mengingal . 1. " 'Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah,
(Lembaran Negara Republik [ndonesia Tahun 2004 Nomor 125;
Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undeng Nomar 8 Tahun 2005 tentang
e Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2005 tenlang Pemerintah Dacrah Menjadi Undang-Undang,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,
Tambahan [embaran Negara Nomor 4548);

2. Undang-Undang Nomor 33 ‘Tahun 2004 tentang Pemcrintah Dacrah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 60,
Tambahan [.embaran Negara Nomor 443K);

* 3 pPeraturan Pemcrintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Perabagian
Urusan Pemeriniah antara Pemerintah, Pemerintah Dacrab Provinsi
dan Pemerintils Doemh Kabupaten/iKotn (1embatnn Neguen Tahun
2007 Nomor 82, Tl | cmbaran Nepnrn i8] Nomor A7V,

4 Peraturnn Meaterh Dindnm Neperdh Namuo I4 Ualne SO Tendang,
Pedoman Pengelolann K enanpan Daernls

Nemithoshan, oo



MEMUTUSKAN

Menetapkan  : PERATURAN PENJABAT BUPATI EMPAT LAWANG TENTANG
PEMBENTUKAN ' PENGURUS KESEJAHTERAAN KELUARGA
PEGAWAl NEGERI SIPIL (KKP-PNS) DAN BESARNYA IURAN
SERTA BESARNYA BANTUAN KEPADA ANGGOTA KKP- PNS
PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG.

- . BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintali Kabupaten Empat [.awang;

2. Bupati adalah Bupati Empat Lawang;

3. KKP-PNS adalah Kesejahteraan Keluarga Pegawai Negeri Pemerintah
Kabupaten Empat Lawang;

4. Anggota adalah Anggota KKP-PNS Pemerintah Kabupaten Empat
Lawang; '

5. Peristiwa KKP adalah peristiwa yang dialami anggota KKP-PNS
meliputi peristiwa kematian/meninggal dunia (PNS yang bersangkutan,
suamifisteri PNS, anak PNS), pensiunan PNS, kelahiran anak pertama
dan kedua PNS dari suami/isteri yang pertama, pernikahan pertama PNS,

menikahkan anak PNS,
BAB I
ORGANISASI KKP - PNS
: Pasal 2

(1) KKP-PNS adalah lembaga non struktural yang berkedudukan
dibawah dan bertanggungjawab kcpuda Penjabat Bupati Empat
Lawang secara berjenjang.

(2) Susunan pengurus KKP-PNS Pemerintah Kabupaten Empat Lawang
terdiri dari ;

1. Pelindung /Penaschat  : Bupati Empat Lawang

TI. Penanggungjawab - Sekda. Kab.Empat Lawang,
Ketua Urnum : Ass. Bid. Tata Pemerintahan
Ketua Pelaksana Harian : Kabag. Kemasyarakatan
1. Sckretaris : Kasubbug. Kesejahteran Pemuda dan
Olahraga
IV. Bendahara : Drs. Zainul
Staf'Bagian Kemasyarakatan
V., Penghimpuan Dana 1. Kasabap, Fembendaharaan

. Staf lug. Keaangan

O Amppotns KKEPNS adabh selara Pepawa Negeri Sipil (I'NS)
dilingkungan Perierintah Kabupalen Empat Liwang,

. AR I
TUHOAS DAN FUINGS]
Pusul 3

Pengurus KKP-PNS mempunyai tugas membantu Bupati dalam :

a, Mengkoordinasikan instansi psmerintah fcrkait dalam penyusunan
kebijakan dan pelaksanaannya datam hal ketersedinnn, penyimpanan don
penyaburan dann KK PNS.



b. Melaksanakan pelayanan kepada anggota KKP-PNS dengan melalui
skala prioritas serta daftar urut masuknya permohonan atau permintaan.

' Pasal 4

Dalam wmelaksanakan tugasnya, pengurus KKP-PNS mempunyai fungsi

sebagai berikut :

a. Pengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam penyusunan
kebijakan pemecahian permasalahan dalam pelaksanaan tugas.

" b. Optinfalisasi tugas kepengurusan dalam bidang verifikasi berkas

administrasi permohonan/permintaan yang diajukan anggota KKP—PNS.

BAB IV
KEUANGAN
Bagian Pertama

Sumber Dana dan Besarnya Iuran
Pasal 5

(1) Sumber Dana KKP-PNS diperoleh dari iuran para anggota,
(2) Besarnya iuran dari para anggota KKP-PNS perbulan ditetapkan
dengan rincian sebagai berikut :

a, PNS GolonganI  besarnya juran Rp. 4.000,-
b. PNS GolonganI1 besarnya iuran Rp. 5.000,-
c. PNS Golongan III besarnya turan Rp. 6.000.-
d. PNS Golongan IV besarnya iuran Rp. 7.500,-

(3) Turan anggota KKP-PNS sebagimana dimaksud ayat (2) dihimpun

oleh Bendaharawan Gaji Pemerintah Kabupaten Empat Lawang dan

* ditransfer ke Bank Sumse! Cabang Tebing Tinggi pada rekening

Bupati Empat Lawang Nomor ..............oooooouie Paling lambat
tanggal 10 tiap — tiap bulannya.

Bagian Kedua
Beszmya Bantuan
Pasal 6

(1) Dana KKP-PNS yang telah dihimpun oleh Bendahara sebagaimana
dimaksud pada pasal 5 ayat (2) dapat diberikan kepada anggota
yang berhak menerimanya dengan klasifikasi sebagai berikut :

a. Musibah meninggal dunia
1. Anggota KR T'NS Kp. 1.O50.000,-
2. Suami / Isteri (pertama) anggota =Rp. 525.000,-
3. Anak yang menjadi tanggungan gaji = Rp.  525.000.-

. Pensiunnn dengan Belentin sebagag beridaot
- Keanpgotaan diatas 3 ihun (36 fahan K. . 050.000.-
Keangpotnan kurang dari 3 1ndwm (36 tmhany Ry 3000000~

e, Melahirkan 7 kelohiran annk perfnma dan kedun dard ister
Pt 2 s pertinmi . K, 825.000,-

d. Mclangsungkan peeniknhan pertianm [y, 525000,

¢. Menikahkan anak dalam tanggungan Rp. 750.000.-



)

(2) Bantuan menikahkan anak yang masih dalam tanggungan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) turuf e diberikan hanya
satu kafi. ,

(3) Setiap pemberian bantuan anggota KKP-PNS sebagaimana
dimaksud pada ayal (1) huruf ab,c,d dan e, dikenakan
administrasi 5 % {lima persen).

) Pasal 7

(1) Bantuan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf a,b, ¢,d dan e,

dapat  diberikan setelah yang bersangkutan atau ahli waris
mengajukan permintaan dengan melengkapi persayaratan yang
diperiukan.

(2) Dalam hel Kketerlambatan pengajuan permintaan karena kelalaian
yang bersangkutan sehingga melebihi 1 (satu) tahun atau 12 (dua
belas) bulan setelah peristiwa KKP, maka permintaan tersebut tidak
dapat dilayani. '

(3) Dalam hal permintaa diajukan sebelum peristiwa KKP tidak dapat
dilayani karena belum termasuk kedalam stok persediaan dana pada
bulan berjalan.

BABV
PERSYARATAN PERMINTAAN BANTUAN
Pasal.8

Persyaratan permintaan bantuan KKP-PNS sebagaimana dimaksud pada
pasal 6 ayat (1) adalah sebagai berikut :

4. Meninggal dunia PNS
1. Surat pengantar dari atasan
2. Surat keterangan kematian dari yang berwenang
3. SK terakhir yang bersangkutan
b. Meninggal dunia isteri/suami PNS
1. Surat pengantar atasarn
2., Surat keterangan kematian dari yong berwenang,
3. Surat keterangan ahli waris
4. SK terakhir yang bersan gkutan
Meninggal dupin anik NS
1. Surnl keterangan ptasan
2. Akta kelahiran anak
3. “Surat keterangan anak meninggal dunia
4. SK terakhir orang tuanya
d. Pensiunan PNS
1. Sural pengantaf dari atasan
2. 8K Pensiun -
3. SK CPNS
¢, Kelahiran anak pertama/kedua PHNS
1 Soral penpnnint niagan
2. Akt nikah orang, Lo,
3, Akt kelnbann apnk
4, KP4
5. SK terukhir
. pemikahan PNS
P, Surat lwnnnttlul‘ s
3 Ak niknh yongt Berangphalan
LN ek i
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) Pasal ©
Semua biaya yang timbul akibat terbitnya Peraturan Bupati Empat Lawang
ini di bebankan kepada dana keuangan KKP-PNS Pemerintah Kabupaten
Empat Lawang.

Pasal 10

Hal- hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati tni akan ditetapkan lebih
lanjut dengan Keputusan Bupati. :

Pasal 11

Pertauran ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut
sejak tanggal 1 Januari 2008

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Dacrah Kabupaten Empal
Lawang.

Ditetapkan di ‘Tebing Tinggi
a tanggal 24 - 06 - 2008

Diundangkan di Tehing Tinggi
prida tangenl 24-96- 2008
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